BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Sebab timbulnya kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di
KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan adalah akibat maraknya
fenomena hamil di luar nikah, sehingga dengan adanya tes urine tersebut
PPN KUA kecamatan Paciran dapat mengetahui status calon pengantin
wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak, yang nantinya berpengaruh
pada langkah yang ditempuh PPN pada saat pemeriksaan kedua mempelai
dalam proses pendaftaran perkawinan.

Analisis hukum Islam terhadap kewajiban tes urine bagi calon pengantin
wanita di KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan menyimpulkan
bahwa tes urine bagi calon pengantin wanita tersebut diperbolehkan,
sebab tes urine dapat mempermudah PPN KUA kecamatan Paciran dalam
menentukan suatu keputusan hukum bagi wanita yang ketahuan hamil di
luar nikah. Hal ini mempertegas KHI pasal 53 ayat (1) tentang kebolehan
perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamili. Selain itu, juga
sejalan dengan kaidah usuliyah “daf’u al-mafasid mugaddamun ‘ala jalbi

al-magalih (mencegah kemadaratan lebih diutamakan daripada
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mendatangkan  kemaslahatan) karena dalam hal ini tes urine juga
bertujuan meminimalisir kasus kawin hamil yang disebabkan hamil diluar
nikah dan memperjelas status calon mempelai wanita untuk menghindari
dari perasaan ditipu diantara calon suami istri yang bisa menimbulkan

penyesalan di kemudian hari.

B. Saran

1.

Kebijakan yang dibuat KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan
terkait kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita merupakan hal
yang positif. Kebijakan tersebut merupakan trobosan baru dalam
persyaratan perkawinan yang bisa dipakai sebagai acuan bagi KUA
kecamatan lain, khususnya di wilayah kabupaten Lamongan terkait upaya
untuk menekan kasus kawin hamil yang diakibatkan kehamilan di luar ‘
nikah.

Sebaiknya kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita yang
ditentukan oleh KUA kecamatan Paciran dipatenkan sebagai kebijakan
lokal yang sifatnya tertulis, baik dalam bentuk sebuah surat keputusan
atau surat edaran kepala KUA kecamatan Paciran agar bisa dijadikan
sebagai produk hukum yang sanksinya tidak sekedar sanksi moral.

Bagi P3N yang tersebar di setiap wilayah dalam kecamatan Paciran
hendaknya lebih mensosialisasikan kewajiban tes urine kepada
masyarakat khususnya para remaja yang belum menikah. Hal ini

dilakukan agar mereka faham dengan tujuan ditetapkannya kebijakan



85

tersebut, sehingga tidak ada anggapan yang menyatakan bahwa kewajiban
tes urine tersebut semata-semata ketentuan administratif yang
menguntungkan para pegawai KUA kecamatan Paciran dan puskesmas
Paciran dalam hal finansial, serta hanya menambah pekerjaan bagi calon

pengantin dalam proses pendaftaran perkawinan.



